
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Burnbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265):

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan pengadaan Barang/Uasa Pemerintah pada
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat daerah;

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan terhadap permohonan proses
pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkup Bagian
Pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan
Standar Operasional Prosedur Pelayanan;

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA,

BUPATI BALANGAN,

STANDAROPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANPENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIANPENGADAANBARANGDANJASA

SEKRETARIATDAERAH

TENTANG

PERATURANBUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bagian Pengadaan Barang/Uasa adalah Bagian Pengadaan Barangy.Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga /
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada
Institusi Pengguna APBN/ APBD.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Uasa.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

STANDAR
PELAYANAN

PADA BAGIAN
SEKRETARIAT

BUPATI TENTANG
PROSEDUR

BARANG/ JASA
BARANG/ JASA

PERATURAN
OPERASIONAL
PENGADAAN
PENGADAAN
DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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(1.) .sop Bagian Pengadaan Barang dan Jasa meliputi,_.,' ..
I
I

Pasa14

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas operasional
sesuai dengan SOP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasa13

BAB III
STANDAROPERASIONALPROSEDUR

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :
1. memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan

Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa pad a Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan; dan

2. mendukung terwujudnya pelayanan proses Pemilihan Penyedia
Barang /.Jasa Pemerintah yang cepat dan transparan.

Pasa12

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

10. Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Uasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Uasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerab /Iristitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/ Jasa.

11. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/
Jasa Lainnya.

12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brain ware).

15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain
Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan
Barang.

16. Kode Rencana Umum Pengadaan adalah sejumlah deret angka yang
menunjukkan nama paket pekerjaan dalam detail paket pekerjaan pad a
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2019 NOMOR 6

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009H. RUSKARIADI

~ri l{ABAG. HUKUM SETDA.IttY ~ ifABU~ATENBALANGAN

ttd ,)
+

Salinan sesuai dengan aslinyaDiundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Januari 2019

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Pasa15

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(2) SOP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

a. SOP Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia BarangjJasa;
b. SOP Pemilihan Penyedia Barangj Jasa;

c. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;

d. SOP Penyimpanan Dokumen AsHPemilihan Penyedia.
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